
 

127 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Adiwinata, Saleh, Bunga Rampai Hukum Perdata dan Tanah 1, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1984.  

Adjie, Habib, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat 

Publik, Surabaya: Rafika Aditama, 2007. 

Badrulzaman, Mariam Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, Jakarta: Citra Aditya 

Bakti, 2001. 

Budianto, Agus, dan Gwendolyn Ingrid Utama, Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan 

Dalam Prespektif Perlindungan Pasien, Bandung: Karya Putra Darwati, 2010. 

Budiono, Herlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang 

Kenotarian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009. 

Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 

2002. 

Effendi, Bachtiar, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan 

Pelaksananya, Bandung: Alumni, 1980. 

Erlies, dan Salim HS , Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: RajaGrafindo, 2014. 

H.S, Salim, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008. 



 

128 
 

Hadikusuma, Hilman, Hukum Perjanjian Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994. 

Harahap, Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1999. 

                           , Hukum Acara Perdata (Gugatan Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. 

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukkan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2007. 

Hendra, Rahmad, Junal Hukum: TanggungJawab Notaris Terhadap Akta Otentik 

Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru, 

Pekanbaru, 2013. 

Hernoko, Agus Yudha,  Hukum Perjnajian atas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010. 

Khairandy, Ridwan, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan, 

Yogyakarta: FH UII Press, 2013. 

Mertokusumo, Sudikno,  Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 

1999. 

                                    ,  Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006. 

Moeljatno, Edisi Revisi Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. 

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan,(Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990. 

   , Hukum Perikatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992. 



 

129 
 

                                      , Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2010. 

Muliawan, JW,  Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal, Jakarta: Cerdas Pustaka 

Publisher, 2009. 

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. 

Mustafa, Bachsan, Hukum Agraria Dalam Prepektif, Bandung: CV Remaja Karya, 

1984. 

Patrik, Purwahid,  Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari 

Perjanjian dan Dari Undang-Undang), Bandung: Mandar Maju, 1994. 

Patty, Donatus,  Macam-Macam Hak Atas Tanah didalam Undang-Undang Pokok 

Agraria (Bagian ke2), Kupang: CV.Kasih Indah, 1984. 

Prajitno, Andi,  Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa PPAT, Malang: 

Penerbit Selaras, 2013. 

Prakoso, Djoko dan Budian Adi Purwanto, Eksistensi Prona sebagai Pelaksana 

Mekanisme Fungsi Agraria, Jakarta: Ghalia, 1955. 

Rubaie, Achmad, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Malang: 

Bayumedia, 2007. 



 

130 
 

Satrio, J, Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 1995. 

               , Hukum Perikatan pada Umumnya, Bandung: Alumni, 1999. 

Simantupang, Richard Buton, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta: Rineka Cipta, 

2003. 

Situmorang, Victor, Aspek Hukum Akta Sipil di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 

1991. 

Soedjindro, Kartini,  Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik , 

Yogyakarta: Kanisius, 2001. 

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007. 

Sriyatmi, Erna, Kebijakan Kementerian ATR/BPN Sebagai Upaya Meningkatkan 

Prinsip Kehati-hatian Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Selaku Pelaksana 

Pendaftaran Tanah, disampaikan dalam grading dan Rakerwil IPPAT 

Pengwil Kalsel 2017, Banjarmasin, 14 September 2017, hal: 4-5. 

Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001. 

            , Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2004. 

Syahrani, Riduan, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 

1989. 



 

131 
 

Wibawati, Erna Sri, Hak Atas Tanah dan Peralihannya, Yogyakarta: Liberty 

Yogyakarta, 2013. 

Hasil Penelitian 

Maulani, Erna, Pendaftaran Peralihan Hak Guna Bangunan yang Dibuat Dengan 

Akta Dibawah Tangan, Tesis Universitas Airlangga, 2007. 

Sumaryono, Jual Beli Tanah yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (Analisis Kasus Perkara Nomor 220/Pdt.G/2006/PN.BKS), Tesis 

Universitas Diponegoro, 2009. 

Jurnal 

Agus Budianto, Obligation To Prove Appearer Document Authenticity As 

Deelneming Claim Exception, Journal of Advanced Research in Law and 

Economics, Vol 9, Nomor 3, Juni, 2020, hal: 765, Doi: 

https:/doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).08 

Agustina, Arlene, Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam 

Penandatanganan Akta Jual Beli yang Didasari Atas Blangko Kosong, Jurnal 

Hukum Adigama, Juni, 2015. 

Aprilia, Ghita, Kedudukan dan Fungsi Akta Dibawah Tangan yang Dilegalisasi 

Notaris, Jurnal Lex Administratum, Vol II, April-Juni, 2014. 

Bayuni, Cheri, Jual Beli Tanah yang Dilakukan Tanpa Akta PPAT (Studi Putusan 

Nomor: 42/Pdt.G/2010/PN.Mtp), Jurnal Media Hukum dan Peradilan, 2017. 



 

132 
 

Hendra, Rachmad, TanggungJawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang 

Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru, Jurnal 

Hukum, Desember, 2013. 

Jeffry, Mohammad, Analisis Hukum tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah 

Dengan Bukti Akta Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah 

Untuk Pertama Kali, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Desember 2017. 

Medan, Karolus, Jual Beli Tanah Dibawah Tanan Ditinjau dari UUPA, Jurnal 

Hukum dan Pembangunan Vol 17, Nomor: 3,  1987. 

Nimrot, Sonang, Peralihan Hak atas Rumah KPR Melalui Jual Beli Dibawah 

Tangan, Unnes Law Journal, Vol II, Nomor: 2, Oktober, 2013. 

Sandro, Eric, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Autentik yang Dibuatnya Dengan 

Surat Kuasa yang Cacat Hukum Serta Tidak Dibacakannya Akta Tersebut , 

Jurnal Hukum Adigama, Vol 2, Desember, 2019. 

Suhariningsih, Implikasi Yuridis Jual Beli Tanah yang Tidak Dilakukan Dihadapan 

PPAT Terhadap Proses Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jurnal 

Universitas Brawijaya, Maret, 2018 

Thendean, Hendryan, Keabsahan Jual Beli Tanah yang Dilakukan Tanpa Akta PPAT 

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, Jurnal Lex Privatum Vol V, Nomor: 2, 

Maret, 2017. 

 



 

133 
 

Undang-Undang 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Peraturan Menteri  Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah. 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

 


